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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana yang tertulis diatas yang 

merupakan hasil pemgambilan data pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM 

Kota Gorontalo dalam bentuk wawancara, peneliti berkesimpulan 

1. Opitimalsasi fungsi mediator pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM 

Kota Gorontalo yaitu  medendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dan 

tercapainya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berselisih, 

yang terimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja bersama yang 

merupakan hasil mediator dalam proses mediasi perselisiahan Hubungan 

Industrial. Optimalisasi fungsi mediator pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan 

UKM Kota Gorontalo terlaksana dalam bentuk sebagi berikut: 

a. Melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan 

antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

dan membantu para pihak yang berselisih untuk memperkecil 

perbedaan mereka dan mencapai suatu penyelesaian yang dapat 

diterima atau dapat disepakati yang tujuan utamanya selesai 

pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersama. 

b. Sebagai pengayom dan penasehat, dalam fungsinnya selalu 

mengarahkan/menuntun para pihak yang berselisih dapat 

menyelesaikan perselisihanya dengan kesepakatan bersama. 
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Perbedaan pendapat mengenai perselisihan yang dihadapi kedua 

pihak yang berselisih diarahkan mediator untuk disatukan. 

c. Sebagai seorang penyelidik dalam arti mencari/menggali 

informasi dan keterangan dari masing-masing pihak yang 

berselisih untuk mendapatkan pokok-pokok perselisihan yang 

berupa latar belakang dan fakta perselisihannya. 

d. Sebagai sumber informasi dan ide, para pihak yang berselisih 

akan selalu diberikan informasi mengenai perselisihan yang 

dihadapi, gambaran penyelesaianya dan pandangan menurut 

undang-undang atau hal-hal yang memang ingin diketahui pihak 

yang berselisih mengenai perselisihan yang dihadapi. Dan selain 

itu memberika ide-ide solusi penyelesaianya yang menampung 

kepentingan keduan belah pihak menjadi kepentingan bersama, 

sehinga diharapkan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama 

tanpa harus melalui penyelesaian melalui jalur pengadilan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan 

perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja 

Koprasi dan UKM Kota Gorontalo diantaranya yaitu; 

1. Perturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Sarana dan prasarana yang tersedia 

3. Jumlah mediator yang minim 

4. Kehadiran para pihak yang berselisih 

5. Budaya masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) 
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3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan 

Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan 

UKM Kota Gorontalo yang dikarenakan minimnya jumlah mediator yaitu 

mengoptimalkan waktu yang ada dalam menyelesaikan kasus yang masuk 

yang dilkukan dengan cara memperbanyak jadwa sidang mediasi dalam sehari 

untuk menlayani masyarakat.   

5.2 Saran  

1. Mengadakan sosialsasi terhadap kalangan masyarakat yang khususnya 

bagi kalangan dunia kerja yaitu para buruh dan pengusaha terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berkaian tentang penyelesaian 

perselsihan  Hubungan Industrial melalui proses mediasi. 

2. Perlunya upaya pemerintah dalam pembenahn terhadap peraturan yang 

berlaku,untuk memberikan kekuatan hukum dari segi kewenangan 

mediator  terhadap putusan yang dikelarkanya, sarana dan prasarana yang 

memadai  pada lembaga  penyelesaian perselsihan  Hubungan Industrial 

khususnya yang mealui proses mediasi. Dan juga peingkatan kesadaran 

hukum terhadap masyarakat khususnya bagi kalangan dunia kerja yaitu 

para buruh dan pengusaha sehingga diharapkan terciptanya keharmonisan 

dalam  Hubungan Industrial. 

3. Perluyanya penambahan jumah mediator yang ada, sehingga proses 

pelayanan terhadap masyrakat jadi lebih optimal dantidak terjadinya 

penumpkan tugas hanya pada  satu pihak. 
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